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ABSTRACT 

This research is Consumer Protection for Distribution of Expired Foods. As for the purpose 

of this research is to find out how the form of legal protection for consumers against the 

circulation of expired food and how to resolve consumer disputes over acts against the law 

committed by producers (business actors) against expired food. By using normative juridical 

research methods, it is concluded that the Consumer Protection Law in Indonesia is 

regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, with this that the 

Indonesian government pays serious attention to consumer protection. Consumer protection 

is still a matter that must be considered. As for the form of efforts made by the government 

and other agencies to protect consumers, so that consumers are not harmed. Because there 

are often violations committed by producers or sellers. Violations committed by producers 

are not only minor violations, but are already classified as major violations. In cases like 

this, the government should be more prepared to take action against producers who commit 

fraud/violations. In addition to making efforts to protect consumers, the government's role is 

needed in supervision and guidance, both from the Ministry of Trade, the Ministry of Health, 

the Food and Drug Supervisory Agency, and the Non-Governmental Organization for 

Consumer Protection. In order to deal with technological developments in producing or 

distributing food to people who are growing day by day, besides that, it also creates fast, 

simple and cheap food dispute resolution so that people are reluctant to report violations 

committed by business actors/producers that occur around the community. 

Keywords: Expired Food Consumer Legal Protection 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan 

bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia  

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan 

ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan 

konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun 

bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk 

melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya 
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pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang 

dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong 

pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam 

mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain 

melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah 

dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam 

memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin 

berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat 

cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen Makanan Kadaluwarsa 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Padai erai globalisasii dani 

perdagangani bebasi sepertii saati ini,i 

banyaki bermunculani berbagaii macami 

produki barangi dan/ataui pelayanani jasai 

yangi dipasarkani kepadai konsumeni dii 

Indonesia,i apabilai tidaki berhati-hatii 

dalami memilihi produki barangi dan/ataui 

jasai yangi diinginkani konsumen,i makai 

konsumeni hanyai akani menjadii objeki 

eksploitasii darii pelakui usahai yangi 

tidaki bertanggungi jawab,i karenai tanpai 

disadarii konsumeni hanyai menerimai 

begitui sajai barangi dan/ataui jasai yangi 

dikonsumsinya.i Sedangkani makanani 

merupakani komoditii yangi memelikii 

resikoi yangi tinggii karenai makanani 

tersebuti dikonsumsii olehi masyarakati 

untuki kelangsungani hidupnya.i Tetapii 

dalami prakteknyai kegiatani perdagangani 

produki makanani menunjukkan,i masihi 

banyaknyai pelakui usahai yangi dengani 

sengajai menjuali produk-produki 

makanani yangi telahi kadaluwarsa,i hali 

inii sangatlahi dapati merugikani darii hak-

haki konsumeni karenai dapati 

membahayakani kesehatani dani 

keselamatani darii konsumen.i 

Berdasarkani dengani kondisii peredarani 

makanani tersebut,i makai dapati 

dirumuskani beberapai permasalahani 

sebagaii berikuti yaitui bagaimanai 

pengaturani mengenaii perlindungani 

konsumeni atasi beredarnyai makanani 

kadaluwarsai sertai permasalahani yangi 

dihadapii konsumeni dalami 

mengkonsumsii makanani kadaluwarsa,i 

dani bagaimanai bentuki perlindungani 

hukumi terhadapi konsumeni dalami 

mekanismei penyelesaiani sengketai 

konsumeni terhadapi beredarnyai 

makanani kadaluwarsa,i sertai 

bagaimanakahi bentuki perlindungani 

hukumi terhadapi konsumeni dalami 

swadayai masyarakati terhadapi 

beredarnyai makanani kadaluwarsa. 
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 Untuki menjawabi permasalahani 

dalami rangkai penelitiani ini,i makai 

dipergunakani medotei penelitiani yuridisi 

normatifi dengani metodei pendekatani 

secarai deskriptifi analitis.i i i hasili 

penelitiani inii menunjukkani bahwai 

pentingnyai pengaturani mengenaii 

makanani kadaluwarsai dalami undang-

undangi khususi mengenaii makanani 

kadaluwarsai hali inii dilatari belakangii 

olehi keberadaani peraturani 

perundangundangani dibidangi 

perlindungani konsumeni yangi ternyatai 

belumi dapati memberikani perlindungani 

terhadapi konsumeni darii akibati 

mengkonsumsii makanani yangi telahi 

kadaluwarsa.i Hali inii semakini 

diperparahi dengani perilakui pelakui 

usahai yangi masihi sajai 

memperdagangkani makanani yangi telahi 

rusaki khususnyai makanani yangi telahi 

kadaluwarsai yangi merupakani akibati 

darii ketiadaani undang-undangi 

khususnyai mengenaii makanani 

kadaluwarsa,i hali inii dikarenakani 

terjadinyai persaingani yangi tidaki sehati 

antari sesamai pelakui usaha,i budayai 

hukumi konsumeni yangi tidaki mampui 

untuki bersikapi kritis,i ketiadaani sanksii 

hukumi yangi tegasi terhadapi 

pelanggaran,i kurangnyai koordinasii 

antari instansi-instansii terkait,i sertai 

tidaki berjalannyai fungsii pengawasan.i 

apabilai terjadii persengketaani makai 

dapati diselesaikani dengani melaluii 

pengadilani ataupuni dii luari pengadilani 

formal.i Seharusnyai memberikani 

perhatiani yangi seriusi kepadai kualitasi 

darii makanani dengani melakukani 

penyempurnaani yangi lebihi lanjuti 

terhadapi peraturani mengenaii standari 

ukurani darii makani sehati dani tidaki 

sehati khususnyai makanani kadaluwarsai 

dengani memperhatikani perkembangan-

perkembangani barui dalami kegiatani 

penjualani dani menanamkani sifati dani 

budayai yangi kritisi kepadai masyarakati 

dalami mencermatii bentuk-bentuki 

makanani yangi sehati dani tidaki sehati 

yangi telahi diproduksii dani 

didistribusikani olehi pelakui 

usaha/produseni serta.i meningkatkani 

fungsii pengawasani yangi dilaksanakani 

pemerintah,i masyarakat,i dani pelakui 

usahai makanani gunai untuki mengurangii 

berbagaii bentuki pelanggarani terhadapi 

ketentuani mengenaii makanan,i dani 

fungsii koordinasii antari instansii yangi 

kurangi berjalani dengani baiki harusi 

segerai diperbaikii dengani dibarengii 

dengani peningkatani sumberi dayai darii 

aparaturi pemerintah,i LPKSM.i Dii 

sampingi itui jugai diharapkani dapati 

menciptakani penyelesaiani sengketai 

makanani yangi bersifati cepat,i sederhanai 

dani murahi sehinggai masyarakati tidaki 

enggani untuki melaporkani 

permasalahannyai apabilai hak-haki 
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merekai sebagaii konsumeni telahi 

dirugikan. 

Perlindungani konsumeni adalahi 

bagiani darii hukumi yangi memuati asas-

asasi ataui kaidahi kaidahi yangi bersifati 

mengaturi dani jugai mengandungi sifati 

yangi melindungii kepentingani 

konsumen.i Adapuni hukumi konsumeni 

diartikani sebagaii keseluruhani asas-asasi 

dani kaidah-kaidahi hukumi yangi 

mengaturi hubungani dani masalahi antarai 

berbagaii pihaki satui samai laini yangi 

berkaitani dengani barangi ataui jasai 

konsumeni dalami pergaulani hidup. 

Hal ini juga tercantum didalam 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

mengenai perlindungan konsumen yang 

menyebutkan bahwa “ Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada 

konsumen.Oleh karena itu, berbicara 

mengenai perlindungan konsumen berarti 

mempersoalkan mengenai jaminan 

ataupun kepastian mengenai terpenuhinya 

hak-hak konsumen. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa dengan adanya 

Globalisasi dan perkembangan-

perkembangan perekonomian yang terjadi 

secara pesat di dalam era perekonomian 

modern ini.  

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam memasuki era industrialisasi 

ini berbagai hal perlu mendapat perhatian 

yang lebih serius lagi, mulai dari 

penyediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas, penguasaan ilmu dan 

teknologi untuk mengantisipasi tuntutan 

akan barang dan/atau jasa yang 

berkualitas, banyak terjadi persaingan 

yang lebih ketat baik terjadi di dalam 

negeri maupun di luar negeri sebagai 

akibat dari globalisasi dan perdagangan 

bebas. 

Menurut,i Undang-Undangi Noi 8i 

Tahuni 1999i  tentangi i perlindungani 

konsumeni bertujuani untuki menjamini 

kepastiani dani perlindungani terhadapi 

konsumeni dani pelakui usaha,i 

khususnyai terhadapi pelakui usahai agari 

menjalankani usahanyai dengani jujuri 

agari konsumeni tidaki  mengalamii 

kerugiani atasi barangi dan/ataui jasai 

yangi dikonsumsii olehi konsumen.i 

Karenai padai dasarnyai peraturani yangi 

mengaturi tentangi produki pangani untuki 

saati ini,i sebenarnyai sudahi cukupi 

memadai.i Tetapii masalahnyai adalahi 

sampaii sejauhi manai produseni pangani 

mampui menerapkani ataui 

menindaklanjutii setiapi ketentuani itu,i 

sertai bagaimanai sebenarnyai pemerintahi 

secarai efektifi dani berkelanjutani 

melakukani pengawasani terhadapi setiapi 
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produki pangani tanpai adai laporani darii 

anggotai  masyarakati lembagai ataui 

yayasani perlindungani konsumen. 

1. Kadaluwarsai mempunyaii artii 

sebagaii sudahi lewati ataupuni 

habisnyai jangkai waktui 

sebagaimanai yangi telahi ditetapkani 

dani apabilai dikonsumsi,i makai 

makanani tersebuti dapati 

membahayakani bagii kesehatani 

yangi mengkonsumsinya. i Dengani 

demikian,i kadaluwarsai adalahi 

penjualani barangi ataupuni 

peredarani produki kemasani dani 

makanani yangi sudahi tidaki layaki 

dijuali kepadai konsumen.i Hali inii 

disebabkani karenai produki tersebuti 

telahi kadaluwarsai sehinggai dapati 

mengganggui kesehatani dani apabilai 

dikonsumsii dalami jangkai waktui 

yangi cukupi lamai dapati 

menyebabkani kanker.i Dengani 

adanyai peredarani produki 

kadaluwarsai dii tengah-tengahi 

masyarakati selakui konsumeni darii 

produk-i produki yangi sudahi 

kadaluwarsai tersebut,i makai 

pemerintahi haruslahi memberikani 

perlindungani kepadai masyarakat.i 

Bentuki perlindungani konsumeni 

yangi diberikani adalahi dengani 

mengeluarkani undang-undang,i 

peraturani pemerintah,i ataui 

penerbitani standari mutui barang.i 

Selaini itu,i yangi tidaki kalahi 

pentingnyai adalahi melakukani 

pengawasani terhadapi penerapani 

peraturani ataupuni standar-standari 

yangi ada. 

2. Peraturani perundang-undangani 

mengenaii pangani sangatlahi 

banyak,i akani tetapii pengaturani 

mengenaii produki pangani yangi 

kadaluwarsai yaitui yangi adai dii 

dalami Peraturani Menterii Republiki 

Indonesiai Nomori :i 

180/Men.Kes/Per/IV/1985i Tentangi 

Makanani Kadaluwarsa,i tanggali 10i 

Aprili 1985. i Selanjutnyai dalami 

undang-undangi Noi 8i Tahuni 1999i 

Tentangi Perlindungani Konsumeni 

(UUPK). 

3. Pengertiani Sengketai Konsumeni 

Berbagaii macami keluhani darii 

rasaketidakpuasani masyarakati 

terhadapi produki tertentui sampaii kei 

pelayanani jasai tertentui yangi tidaki 

memadaii ataui mengecewakan,i rasai 

ketidakpuasaani tersebuti dapati 

berkembangi menjadii konfliki yangi 

dialamii olehi masyarakat,i yangi 

dalami hali inii adalahi konsumen.i 

Konfliki jugai dapati terjadii padai 

transaksii konsumen,i transaksii 

konsumeni dii sinii adalahi prosesi 

terjadinyai peralihani kepemilikani 

ataui jasai darii penyediai barangi 

ataui penyelenggarai jasai kepadai 
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konsumen.117i Sepertii padai 

umumnya,i sesuatui sengketai terjadii 

apabilai terdapati perbedaani 

pandangani ataui pendapati antarai 

parai pihaki tertentui tentangi hali 

tertentu.i Satui pihaki merasai 

dirugikani hak-haknyai olehi pihaki 

lain,i sedangi yangi Sengketai 

berawali padai situasii dimanai pihaki 

yangi merasai dirugikani olehi pihaki 

lain.i Hali inii dimulaii olehi perasaani 

tidaki puas,i bersifati subjektifi dani 

tertutupi yangi dialamii olehi 

perorangani ataupuni kelompok.i 

Apabilai perasaani kecewai ataui 

tidaki puasi disampaikani kepadai 

pihaki keduai dani pihaki keduai 

menanggapii dani dapati memuaskani 

pihaki pertamai makai selesailahi 

konfliki tersebut.i Sebaliknya,i 

apabilai perbedaani pendapati 

tersebuti terusi berkelanjutani makai 

akani terjadii apai yangi disebuti 

dengani sengketa.i  

4. Penyelesaiani Melaluii Lembagai 

Perlindungani Konsumeni Swadayai 

Konsumeni Lembagai Perlindungani 

Konsumeni Swadayai Masyarakati 

(LPKSM)i merupakani wadahi yangi 

dibentuki olehi masyarakati untuki 

secarai bersama-samai 

memperjuangkani dani melindungii 

hak-haki konsumen. i Inisiatifi 

pembentukani LPKSMi inii berasali 

darii masyarakati sendirii sebagaii 

wujudi rasai keprihatinani melihati 

kondisii konsumeni dii Indonesiai 

yangi belumi memperolehi 

perlindungani secarai maksimali dani 

agari pergerakani perjuangani hak-

haki konsumeni dapati dilakukani 

lebihi terorganisir.i LPKSMi 

merupakani lembagai swadayai 

masyarakati yangi memusatkani 

aktivitasnyai gunai memberikani 

perlindungani terhadapi konsumen.i 

Walaupuni sebagaii lembagai non-

pemerintahi LPKSMi harusi 

mendapati pengakuani darii 

pemerintahi dengani tugas-tugasi 

yangi masihi harusi diaturi dengani 

Peraturani Pemerintah. 

Dengan demikian, perlindungan 

hukum terhadap konsumen yang diberikan 

negara haruslah segera dapat 

diimplementasikan dalam kerangka 

kehidupan ekonomi. Hal ini penting, 

mengingat bahwa perlindungan konsumen 

harusla menjadi salah satu perhatian yang 

utama karena berkaitan erat dengan 

kesehatan dan keselamatan masyarakat 

sebagai konsumen. 

3.  METODE PENELITIAN  

Untuk melengkapi penulisan 

proposal ini dengan tujuan agar dapat lebih 

terarah dan dapat dipertanggung jawabkan 
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secara ilmiah, maka metode penulisan 

yang digunakan antara lain ; 

1.i Jenisi Penelitian 

Jenisi penelitiani yangi 

digunakani dalami menjawabi 

permasalahani dalami pembahasani 

proposali inii adalahi penelitiani yuridisi 

normatifi yaitui mengacui kepadai norma-

normai hukumi yangi terdapati dalami 

peraturani perundang-undangani dani 

putusan-putusani pengadilani sertai norma-

normai hukumi yangi adai dalami 

masyarakat. i Metodei inii jugai 

digunakani agari dapati melakukani 

penelurusani terhadapi norma-normai 

hukumi yangi terdapati dii dalami 

peraturani perundangi undangani 

perlindungani konsumeni yangi berlaku,i 

sertai memperolehi datai maupuni 

keterangani yangi terdapati dalami 

berbagaii literaturi dii perpustakaan,i 

jurnali hasili penelitian,i majalah,i situsi 

interneti dani sebagainya.i Penelitiani 

hukumi normatif,i seringi kalii hukumi 

dikonsepsikani sebagaii apai yangi tertulisi 

dalami peraturani perundang-undangani 

ataui hukumi dikonsepkani sebagaii 

kaidahi berpatokani padai perilakui 

manusiai yangi dianggapi pantas. 

2.i Sifati Penelitian 

Pendekatani penelitiani yangi 

dilakukani adalahi pendekatani deskriptifi 

analitisi yaitui penelitiani yangi 

didasarkani atasi satui ataui duai variabeli 

yangi salingi berhubungani yangi 

didasarkani padai teorii ataui konsepi 

yangi bersifati umumi yangi diaplikasikani 

untuki menjelaskani tentangi seperangkati 

data,i ataui menunjukkani komparasii 

ataupuni hubungani seperangkati datai 

dengani seperangkati datai lainnya.i Dani 

penelitiani inii jugai menguraikani 

ataupuni mendeskripsikani datai yangi 

diperolehi secarai normatifi lalui 

diuraikani untuki melakukani suatui 

telaahi terhadapdatai tersebuti secarai 

sistematik. 

3.i Sumberi Data 

Datai yangi digunakani dalami 

Proposali inii adalahi datai sekunderi 

yaitui datai yangi diperolehi melaluii studii 

kepustakaan,i meliputii peraturani 

perundang-undangan,i buku-buku,i situsi 

internet,i mediai massa,i dani kamusi sertai 

datai yangi terdirii atasi : 

a) Bahani Hukumi Primer,i yaitui :i 

norma-normai ataui kaedah-kaedahi 

dasari sepertii Pembukaani UUDi 

1945,i Peraturani Dasari sepertii 

Peraturani Perundang-Undangani yangi 

meliputii Undang-Undang,i Peraturani 

Pemerintah,i dani Peraturani Menteri. 

b) Bahani Hukumi sekunder,i yaitui :i 

Buku-bukui yangi memberikani 

penjelasani terhadapi bahani hukumi 
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primeri sepertii buku-bukui yangi 

menguraikani materii yangi tertulisi 

yangi dikarangi olehi parai sarjana,i 

bahan-bahani mengajari dani lain-lain. 

c) Bahani Hukumi Tersier,i yaitui :i 

Kamus,i Ensklopedia,i bahani darii 

Interneti dani lain-laini yangi 

merupakani bahani hukumi yangi 

memberikani yangi memberikani 

penjelasani tentangi bahani hukumi 

primeri dani bahani hukumi sekunder. 

4.i Pengelolahani dani Analisisi Data 

Analisisii dataii dalamii 

penulisanii iniii digunakanii dataii 

kualitatif,metodeii kualitatifii iniii 

digunakanii agarii penulisii dapatii 

mengertiii danii memahamiii gejalaii 

yangii ditelitinya.makaii Proposalii iniii 

digunakanii metodeii kualitatifii agarii 

lebihii fokusii kepadaii analisisii 

hukumnyaii danii menelaahii bahan-

bahanii hukumii baikii yangii berasalii 

dariii peraturanii perundang-

undangan,buku-buku,bahanii dariii 

internet,kamusii danii lain-lainii yangii 

berhubunganii denganii judulii skripsiii 

yangii dapatii digunakanii untukii 

menjawabii soalii yangii dihadapi. 

 

 

 

 

 

4.i HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertiani Konsumeni dani 

Pelakui usaha 

Hukumi perlindungani konsumeni 

selalui berhubungani dani berinteraksii 

dengani berbabagii bidangi dani cabangi 

hukumi lainnya.kerenai padai tiapi bidangi 

dani cabangi hukumi itui senantiasai 

terdapati pihaki yangi berpredikati 

sebagaii konsumen. 

Didalami peraturani undanng-undangi 

dii indonesia,istilahi konsumeni sebagaii 

definisii yuridisi formali ditemukani padai 

undang-undangi Noi 8i Tahuni 1999i 

tentangi perlindungani konsumeni 

(UUPK)i yangi menyatakani bahwai 

konsumeni adalah”setiapi orangi pemakaii 

barangi dan/jasai yanggi tersediai dalami 

masyarakat,baiki kepentingani 

sendiri,keluarga,orangi laini maupuni 

mahluki hidupi laini dani tidaki untuki 

diperdagangkan”.istilahi laini yangi dekati 

dengani konsumeni adalahi 

“pembeli”.istilahi inii dapati dijumpaii 

dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdata,akani tetapii pengertiani 

konsumeni secarai hukumi tidaki hanyai 

sebatasi pembeli. 

Sepertii yangi terdapati didalami 

pasali 1i butiri 2i UUPK,didalami pasali 

tersebuti tidaki hanyai menyebutkani katai 
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pembeli,yangi dipergunakani adalahi 

pemakai,pengertiani pemakaii dalami 

definisii tersebuti menunjukkani bahwai 

barangi dan/jasai dalami rumusani 

pengertiani konsumeni tidaki harusi 

sebagaii hasili darii transaksi. 

Dengani demikian,hubungani 

konsumeni dengani pelakui usahai tidaki 

terbatasi hanyai berdasarkani hubungani 

transaksii juali belii saja,melainkani darii 

padai hali tersebuti dapati disebuti sebagaii 

konsumen.karenai seseorangi tersebuti 

tidaki hanyai sekedari sebagaii 

pembeli,walaupuni tidaki sebagaii 

pembelii ataui tidaki adai hubungani 

kontraktuali denngani pihaki pelakui 

usahai darii kontraki tersebut,seseorangi 

tersebuti sebagaii konsumeni dapati 

melakukani klaimi atasi kerugiani yangi 

dideritai darii pemakaiani produki 

tersebut,makai jelaslahi konsumeni tidaki 

sebatasi transaksii juali belii saja,akani 

tetapii setiapi orangi (perorangan,badani 

ataui kegiatani usaha)yangi 

memgkonsumsumsii ataui yangi memakaii 

suatui produk. 

1. Pengertiani Konsumeni dalami UUi 

No.8i Tahuni 1999i Tentangi 

Perlindungani Konsumen 

Pengertiani konsumeni menuruti UUi 

No.8i Tahuni 1999i tenntangi Hukumi 

Perlindungani Konsumeni dalami pasali 1i 

ayati (2)i yakni: 

Konsumeni adalahi setiapi orangi 

pemakaii barangi dani /jasai yangi 

tersediai dalami masyarakat,i baiki 

kepentingani dirii sendiri,i keluarga,i 

orangi lain,i maupuni mahluki hidupi laini 

dani tidaki untuki diperdagangkan. i 

Unsur-unsuri konsumen: 

a. Setiapi Orang 

Subjeki yangi disebuti sebagaii 

konsumeni berartii setiapi orangi yangi 

berstatusi sebagaii pemakaii barangi 

dan/jasa.i “orang’’i sebetulnyai 

menimbulkani keraguan,i apakahi hanyai 

orangi individuali yangi lazimi disebuti 

natuurlijkei persooni ataui termasuki jugai 

badani hukumi (rechtspersoon)i hali inii 

berbedai dengani pengertiani yangi 

diberikani untuki “pelakui usaha”i dalami 

pasali 1(3)i yangi secarai eksplisiti 

membedakani keduai pengertiani persooni 

diatas,dengani menytebutkani kata-kata:i 

“perseorangan / badani usaha.”i Tentui 

yangi palingi tepati tidaki membatasii 

pengertiani konsumeni itui sebatasi padai 

orangi perseorangan.namun,konsumeni 

harusi mencakupi jugai badani usahai 

dengani maknai lebihi luasi darii padai 

badani hukum 

UUPKi tampaknyai berusahai 

menghindarii penggunaani katai 

“produsen” sebagaii lawani katai 

“konsumen”.i Untuki itu,i digunakani katai 

“pelakui usaha”i yangi bermaknai lebihi 
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luas.istilahi terakhiri inii dipilihi untuki 

memberii artii sekaligusi bagii kreditur / 

(penyediai dana), produsen, penyalur, 

penjual, dani terminologii laini yangi 

lazimi diberikan.bahkan,untuki kasus-

kasusi yangi spesifiki sepertii dalami 

kasusi periklanan, pelakui usahai inii jugai 

mencakupi usahai media,tempati iklani itui 

ditayangkan. 

b. Pemakaii  

Sesuaii dengani bunyii penjelasani 

pasali 1i (2)i UUPK,i katai “pemakai”i 

menekankan,i konsumeni adalahi 

konsumeni akhiri (ultimatedi consumer. 

”istilahi “pemakai”i dalami hali inii tepati 

digunakani dalami rusmusani ketentuani 

tersebut, sekaligusi menunjukkan, barangi 

dan/jasai yangi dipakaii tidaki sertai mertai 

hasili darii transaksii juali beli. artinya, 

sebagaiii konseumeni tidaki selalui harusi 

memberikani prestasinyai dengani carai 

membagii uangi untuki memperolehi 

barangi dan/jasai itu.dengani katai 

lain,dasari hubungani hukumi antarai 

konsumeni dani pelakui usahai tidaki 

perlui harusi kontraktuali (thei privityi ofi 

contract). 

c. Barangi dan/jasa 

UUPKi mengartikani barangi sebagaii 

setiapi benda,baiki berwujudi maupuni 

tidaki terwujud,baiki bergeraki maupuni 

tidaki bergerak,baiki dapati dihabiskani 

maupuni tidaki dapati dihabiskan,i yangi 

dapati untuki diperdagangkan,i dipakai,i 

dipergunakani /i dimanfaatkani olehi 

konsumeni UUPKi tdaki menjelaskani 

perbedaani istilah-istilahi “dipakai,i 

dipergunakan,/dimanfaatkan”. 

Sementarai itui jasai diartikani sebagaii 

setiapi layanani yangi berbentuki 

pekerjaan/prestasii yangi disediakani bagii 

masyarakati untuki dimanfaatkani olehi 

konsumen.pengertiani “disediakani bagii 

masyarakat”menunjukkani jasai itui harusi 

ditawarkani kepadai masyarakat.artinya,i 

harusi lebihi darii satui orang.i Jikai 

demikiani adanya,i layanani yangi bersifati 

khususi (tertutup)i dani individuali tidaki 

tercakupi dalami pengertiani tersebut. 

2. Pengertiani Pelakui Usahai  

Dalami pasali 1i angkai 3i UUi No.8i 

Tahuni 1999i disebutkani pelakui usahai 

adalahi setiapi orangi perorangani ataui 

badani usaha,baiki yangi berbentuki 

badani hukumi maupuni bukani badani 

hukumi yangi didirikani dani 

berkedudukani ataui melakukakni 

kegiatani dalami wilayahi dalami wilayahi 

hukumi Republiki Indonesia,baiki sendirii 

maupuni bersama-samai melaluii 

perjanjiani menyelenggarakani kegiatani 

usahai dalami berbagaii bidangi ekonomi. 

Dalami UUPKi pelakui usahai 

diwajibkani beritikadi baiki dalami 

melakukani kegiatani usahanya, 
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sedangkani bagii konsumeni diwajibkani 

beritikadi baiki dalami melakukani 

transaksii pembeliani barangi dan/ataui 

jasa. 

Dalam UUPK tampak bahwa itikad 

baik lebih ditekankan pada pelaku 

usaha,karena meliputi semua tahapan 

dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban 

pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai 

sejak barang dirancang/diproduksi sampai 

pada tahap purna penjualan sebaliknya 

konsumen hanya diwajibkan beritikad baik 

dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa.hal ini tentu 

disebabkan oleh kemungkinan terjadinya 

kerugian bagi konsumen dimulai sejak 

barang dirancang diproduksi oleh 

produsen (pelaku usaha),sedangkan bagi 

konsumen,kemungkinan untuk dapat 

merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen. 

B. KRITERIA MAKANAN 

KADALUWARSA 

Makanani adalahi barangi yangi 

diwadahii dani diberii lebeli yangi 

digunakani sebagaii makanani dani 

minumani manusia,akani tetapii bukani 

obat. Badani Pembinaani Hukumi 

Nasionali dani Peraturani Menterii 

Kesehatani No.i 

180/Men.Kes/Per/IV/1985i Tentangi 

makanani kadaluwarsai mengartikani 

makanani adalahi sesuatui barangi yangi 

dikonsumsii olehi manusia. 

Makanani kadaluwarsai adalahi 

makanani yangi telahi melampauii batasi 

waktui tidaki baiki untuki dikonsumsii 

karenai telahi mengalamii penurunani 

mutui dani dapati membahayakani 

kesehatani konsumen.i terdapatnyai 

penurunani mutui terhadapi produki 

makanani yangi masihi dalami batasi 

tanggali kadaluwarsai dapati disebabkani 

olehi bakterii coli,i pathogeni dani 

salmonela.ketigai bakterii tersebuti 

mengakibatkani produki tersebuti menjadii 

cacati dani rusak. 

Penentuani batasi kadaluwarsai 

makanani yangi dijuali perlui dilakukani 

untuki menentukani umuri simpanan(shelfi 

life)produk.penentuani umuri simpanani 

didasarkani faktor-faktori mempengaruhii 

umuri simpanani produki pangan.i Faktor-

faktori tersebuti misalnyai keadaani 

alamiahi (sifati makanan),i mekanismei 

berlangsungnyai perubahani (misalnyai 

pekaani terhadapi airi dani oksigen)i sertai 

kemungkinani terjadinyai perubahani 

kimiai (internali dani eksternal).faktori 

laini adalahi ukurani kemasani (volume),i 

kondisii atmosferi (terutamai suhui dani 

kelembapan),i sertai dayai tahani kemasani 

selamai transiti dani sebelumi digunakani 

tehadapi keluari masuknyai air,i gasi dani 

bau. 
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Dasari Hukumi Yangi menjadikani 

seorangi konsumeni dapati mengajukani 

perlindungani adalahi : 

 Undang-Undangi Dasari 1945i Pasali 5i 

Ayati (1)i ,i Pasali 21i ayati (1)i ,i 

Pasali 27i ,i dani Pasali 33 

 Undang-Undangi No.8i Tahuni 1999i 

Tentangi perlindungani konsumeni 

(Lembarani Negarai Republiki 

Indonesiai tahuni 1999i No.i 42i 

Tambahani lembarani Negarai 

Republiki Indonesiai No.i 3821i  

 Undang-Undangi No.i 5i tahuni 1999i 

Tentangi Larangani praktiki Monopolii 

dani persaingani usahai usahai tidaki 

sehat.i  

 Undang-Undangi No.i 30i Tahuni 1999i 

Tentangi Arbitrasei dani Alternatifi 

penyelesaiani sengketa. 

 Peraturani Pemerintahi No.i 58i Tahuni 

2001i tentangi pembinaani 

Pengawasani dani penyelenggaraani 

perlindungani konsumen. 

 Surati Edarani Dirjeni perdagangani 

Dalami Negerii No.i 

235/DJPDN/VII/2001i Tentangi 

penangani pengaduani konsumeni yangi 

ditujukani kepadai seluruhi dinasi 

indagi prop/kab/kota. 

C. Pengertiani Tentangi Makanani 

Kadaluwarsa 

Istilahi hukumi konsumeni dani hukumi 

perlindungani konsumeni sudahi sangati 

seringi terdengari didalami kehidupani 

masyarakat.Namuni sampaii dengani saati 

inii belumlahi jelasi mengenaii apai sajai 

yangi termasuki didalami cabangi hukumi 

konsumeni maupuni hukumi perlindungani 

konsumen.Hukumi perlindungani 

konsumeni merupakani bagiani darii 

hukumi konsumeni yangi memuati asas-

asasi ataui kaidah-kaidahi yangi bersifati 

mengaturi dani jugai mengandungi sifati 

yangi melindungii kepentingani 

konsumen. Perlindungani hukumi bagii 

konsumeni adalahi suatui masalahi yangi 

besar,i dengani persaingani globali yangi 

terusi berkembang. perlindungani hukumi 

sangati dibutuhkani dalami persaingani 

dani banyaknyai produki yangi 

menempatkani konsumeni dalami posisii 

tawari yangi lemah. 

Pelakui usahai membutuhkani 

konsumeni sebagaii pihaki yangi 

menerimai ataui membutuhkani barang-

barangi yangi dihasilkan,i sebaliknyai 

pulai bagii konsumeni  yangi 

membutuhkani parai pelakui usahai ataui 

produseni untuki memperolehi barang-

barangi yangi dibutuhkani untuki 

memenuhiikebutuhani hidupnya. Hali 

inilahi yangi kemudiani menyebabkani 

adanyai salingi ketergantungani dani 

membutuhkani antarai konsumeni dani 

pelakui usaha, sehinggai sudahi 

seharusnyai kedudukani konsumeni dani 
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pelakui usahai beradai didalami posisii 

yangi seimbang.i Akani tetapi,i didalami 

kenyataannyai kedudukani konsumeni dani 

pelakui usahai tidaki seimbang.Konsumeni 

seringi sekalii beradai dalami posisii 

ataupuni kedudukani yangi lemahi bilai 

dibandingkani dengani kedudukani pelakui 

usaha.i Secarai universali berdasarkani 

hasili penelitiani dani pendapati parai 

pakar,konsumeni umumnyai beradai padai 

posisii yangi lebihi lemahi dalami 

hubungannyai dengani pelakui usahai ataui 

produseni baiki secarai ekonomi,tingkati 

pendidikani maupuni kemampuani dayai 

bersaingi ataui dayai tawar. 

Berdasarkani penjelesani umumi 

UUPKi yangi menjadii faktori utamai 

penyebabi seringi terjadinyai eksploitasii 

terhadapi konsumeni adalahi dikarenakani 

masihi rendahnyai pendidikani konsumen.i 

Olehi karenai itu,i i keberadaani UUPKi 

adalahi sebagaii landasani hukumi yangi 

kuati bagii pemerintahi untuki berperani 

sebagaii lembagai perlindungani 

konsumeni swadayai masyarakati untuki 

melakukani upayai pemberdayaani 

konsumeni melaluii pembinaani dani 

pendidikani bagii konsumen. 

Dalami memberikani pengertiani 

perlindungani konusmen, terdapati 

beberapai istilahi yangi berkaitani dengani 

perlindungani konsumen.i Pengertiani 

hukumi konsumeni menuruti AZ.Nasutioni 

adalahi “keseluruhani asas-asasi dani 

kaidah-kaidahi yangi mengaturi hubungani 

dani masalahi penyediaani dani 

penggunaani produki barangi dan/ataui 

jasai antarai penyediai dani 

penggunaannyai dalami kehidupani 

bermasyarakat”. 

Perlindungani konsumeni adalahi 

istilahi yangi dipakaii untuki 

menggambarkani perlindungani hukumi 

yangi diberikani kepadai konsumeni 

dalami usahanyai untuki memenuhii 

kebutuhannyai darii hal-hali yangi dapati 

merigukani konsumeni itui sendiri. 

Perlindungani konsumeni jugai 

merupakani segalai upayai yangi 

menjamini adanyai kepastiani hukumi 

untuki memberikani perlindungani 

konsumen. 

Perlindungani konsumeni mempunyaii 

cakupani yangi luasi mengenaii 

pelindungani terhadapi konsumeni barangi 

dani jasa,i yangi berawali darii tahapi 

kegiatani untuki mendapatkani barangi 

dani jasai hinggai padai akibat-akibati darii 

pemakaiani barangi dani jasai tersebut.i 

Cakupani perlindungani konsumeni dalami 

2(dua)i aspeknyai tersebuti dapati 

dijelaskani sebagaii berikut: 

1. Perlindungani terhadapi 

kemungkinani diserahkannyai kepadai 

konsumeni barangi dan/ataui jasai 

yangi tidaki sesuaii dengani apai yangi 
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telahi disepakatii ataui melanggari 

ketentuan-ketentuani undang-

undang.Dalami kaitani inii termasuki 

persoalan-persoalani mengenaii 

penggunaani bahani baku,prosesi 

produksi,prosesi distribusi,i apakahi 

telahi benari dengani standari 

sehubungani dengani keamanani dani 

keselamatani konsumeni ataui jugai 

persoalani tentangi bagaimanai 

konsumeni mendapatkani 

penggantiani jikai timbuli kerugiani 

karenai memakaii ataui 

mengkonsumsii produki yangi tidaki 

sesuai. 

2. Perlindungani terhadapi 

diberlakukannyai kepadai konsumeni 

mengenaii syarat-syarati yangi tidaki 

adil.Dalami kaitani inii termasuki 

persoalan-persoalani promosi,i 

periklanan,i standari kontrak,i harga,i 

layanan,i purnajual,i dani sebagainya.i 

Hali inii berkaitani dengani perilakui 

pelakui usahai dalami memproduksii 

dani mengedarkani produknya. 

Pengadilani merupakani lembagai 

formali yangi umumi dipergunakani olehi 

masyarakati untuki menyelesaikani segalai 

bentuki permaslahani yangi dihadapinya,i 

termasuki penyelesaiani sengketai 

konsumen,i akani tetapii tidaki semuai 

sengketai yangi layaki untuki diajukani kei 

pengadilani karenai jumlahi nominali 

sengketai tersebuti sangati kecil,i 

sedangkani untuki beracarai dii 

pengadilani membutuhkani biayai yangi 

cukupi besari sertai jangkai waktui 

penyelesaiani sengketai yangi sangati 

lama. 

Dalami Pasali 54i ayati (3)i UUPKi 

dikatakani bahwai “putusani yangi 

dijatuhkani majelisi BPSKi bersifati finali 

dani mengikat”.i Walaupuni demikian,i 

parai pihaki yangi tidaki setujui atasi 

putusani tersebuti dapati mengajukani 

keberatani kepadai Pengadilani Negerii 

untuki diputus.i Konsumeni yangi 

dirugikani dapati menggugati pelakui 

usahai dani menyelesaikani sengketanyai 

dii peradilani umum.i Adapuni tuntutani 

darii keduai belahi pihaki yangi tengahi 

bersengketai akani dipenuhii jikai 

memenuhii persyaratani sebagaii berikut: 

a. Surati ataui dokumeni diberikani kei 

pengadilani adalahi diakuii ataui 

dituntuti salahi /palsu. 

b. Dokumeni pentingi ditemukani dani 

disembunyikani olehi lawan. 

c. Penyelesaiani dilakukani melaluii 

suatui tipuani pihaki dalami 

investigasii permasalahani dii 

pengadilan. 

Penyelesaiani sengketai inii adalahi 

penyelesaiani sengketai melaluii lembagai 

khususi yangi dibentuki olehi Undang-

Undangi yaitui BPSK.i UUPKi 

membentuki suatui lembagai dalami 
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hukumi perlindungani konsumeni yaitu,i 

Badani Penyelesaiani Sengketai 

Konsumeni (BPSK).i Dalami Pasali 1i 

angkai 11i UUPKi menyatakani BPSKi 

adalahi “badani yangi bertugasi 

menanganii dani menyelesaikani sengketai 

antarai pelakui usahai dani konsumen.i 

BPSKi sebenarnyai dibentuki untuki 

menyelsaikani kasus-kasusi sengketai 

konsumeni yangi berskalai kecili dani 

bersifati sederhana”. 

Keberadaani darii BPSKi dapati 

menjadii bagiani pemerataani keadaan,i 

terutamai bagii konsumeni yangi merasai 

dirugikani olehi pelakui usaha,i karenai 

sengketai diantarai konsumeni dani 

pelakui usaha,i biasai nominalnyai kecili 

sehinggai tidaki mungkini mengajukani 

sengketanyai dii pengadilani karenai tidaki 

sebandingi antarai biayai perkarai dengani 

besarnyai kerugiani yangi akani dituntut.i 

Pembentukani BPSKi sendirii didasarkani 

adanyai kecenderungani masyarakati yangi 

segani untuki beracarai dii pengadilani 

karenai posisii konsumeni yangi secarai 

sosiali dani finasiali tidaki seimbangi 

dengani pelakui usaha. 

Penyelesaiani sengketai dii luari 

pengadilani melaluii BPSKi bukanlahi 

merupakani suatui keharusani untuki 

ditempuhi konsumeni sebelumi padai 

akhirnyai sengketai tersebuti diselesaikani 

melaluii lembagai peradilan.i Walaupuni 

demikian,i hasili putusani BPSKi 

memilikii suatui dayai hukumi yangi 

cukupi untuki memberikani shucki terapyi 

bagii pelakui usahai yangi nakal,i karenai 

putusani tersebuti dapati dijadikani buktii 

permulaani bagii penyidik.i Inii berartii 

penyelesaiani sengketai melaluii BPSKi 

tidaki menghilangkani tanggungi jawabi 

pidanai menuruti ketentuani perundang-

undangani yangi berlaku. 

Untuki mengakomodasii kewenangani 

yangi diberikani olehi UUPKi kepadai 

BPSKi sebagaii lembagai yangi bertugasi 

menyelesaikani persengketaani konsumeni 

dii luari pengadilan,i UUPKi memberikani 

kewenangani kepadai BPSKi untuki 

menjatuhkani sanksii administratifi bagii 

pelakui usahi yangi melanggari larangan-

larangani tertentui yangi dikenakani bagii 

pelakui usaha.i Sanksii administratifi atasi 

pelanggarani itui olehi pelakui usahai 

adalahi meliputi: 

1) Menjatuhkani sanksii gantii rugii atasi 

produki yangi merugikani konsumen;i 

memberikani perawatani kesehatani 

dan/ataui santunani pihaki kepadai 

korbani (konsumen).i (Pasali 19i ayati 

(2)dan(3)i UUPK). 

2) Menjatuhkani sanksii terhadapi 

perusahaani periklanani yangi 

merugikani individui ataui 

masyarakati (Pasali 20i UUPK). 
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3) Menjatuhkani sanksii bagii pelakui 

usahai yangi memproduki barangi 

yangi pemanfaatannyai lebihi satui 

tahuni tetapii tidaki ataui lalaii 

menyediakani sukui cadangi (Pasali 

25i Ayati (2)i hurufi ai UUPK). 

4) Menjatuhkani sanksii bagii pelakui 

usahai yangi memproduki barangi 

yangi pemanfaatannyai lebihi satui 

tahuni tetapii tidaki memenuhii ataui 

gagali memberikani jaminani 

(garansi)i sesuaii perjanjiani (Pasali 

25i Ayati (2)i hurufi bi UUPK). 

5) Menjatuhkani sanksii bagii pelakui 

usahai yangi memproduki jasai 

(servis)i yangi tidaki memenuhii 

jaminani (garansi)i sesuaii perjanjiani 

(Pasali 26i UUPK) 

BPSKi dibentuki untuki menyelesaikani 

sengketai konsumeni dii luari pengadilani 

(Pasali 49i ayati 1),dani Badani inii 

mempunyaii anggota-anggotai darii 

3(tiga)i orangi ataui sebanyak-banyaknyai 

5(lima)i orangi yangi kesemuanyai 

diangkati dani diberhentikani olehi 

menterii (Perindustriani dani 

Perdagangan).keanggotaani Badani inii 

terdirii darii ketuai merangkapi anggota,i 

wakili ketuai merangkapi anggota,i dani 

anggotai dengani dibantui olehi sebuahi 

sekretariat.i  

Adapuni yangi menjadii tugasi dani 

wewenangi darii BPSKi yaitu: 

1. Melaksanakani penanganani dani 

penyelesaiani sengketai konsumen,i 

dengani carai melaluii mediasi,i 

arbitrasii ataui konsiliasi.i Ketigai tatai 

carai penyelesaiani inii jugai dapati 

dilakukani jikai penyelesaiani 

sengketai secarai damaii tidaki dapati 

dilakukan.i Tigai tatai carai inii jugai 

termuati dalami Keputusani Menterii 

Perindustriani dani Perdagangani 

Nomori 350/MPP/Kep/12/2001i 

sebagaii berikut: 

a. Konsiliasi 

Pasali 1i angkai 9i dalami 

kepmeni tersebuti menjelaskani 

bahwai konsiliasii adalahi 

“prosesi penyelesaiani sengketai 

konsumeni dii luari pengadilani 

dengani perantaraani BPSKi 

untuki mempertemukani pihaki 

yangi bersengketa,i dani 

penyelesaiannyai diserahkani 

kepadai parai pihak”i 

Penyelesaiani dengani carai inii 

dilakukani sendirii olehi parai 

pihaki yangi bersengketai dengani 

didampingii olehi majelisi yangi 

bertindaki pasifi sebagaii 

konsiliator. 

b. Mediasi 

Penyelesaiani sengketai dengani 

carai mediasii berdasarkani Pasali 



 

81 
 

JURNAL RETENTUM, Vol. 4, No. 1, (2023) Februari : 65 - 83 

1i angkai 10i menjelaskani 

bahwai mediasii 

merupakan,”prosesi penyelesaiani 

sengketai konsumeni dii luari 

pengadilani dengani perantaraani 

BPSKi sebagaii penasihati dani 

penyelesaiannyai diserahkani 

kepadai pihak”.i Penyelesaiani 

dengani carai inii dilakukani 

sendirii olehi parai pihaki yangi 

bersengketai dengani didampingii 

olehi majelisi yangi aktif. 

c. Arbitrase 

Berbedai dengani konsiliasii dani 

mediasi,i berdasarkani Pasali 1i 

angkai 11i arbitrasii 

adalah,”prosesi penyelesaiani 

sengketai konsumeni dii luari 

pengadilani yangi dalami hali inii 

parai pihaki yangi bersengketai 

menyerahkani sepenuhnyai 

penyelesaiani kepadai BPSK”.i 

Dalami carai arbitrase,i badani 

ataui majelisi yangi dibentuki 

BPSKi besikapi aktifi dalami 

mendamaikani pihak-pihaki yangi 

bersengketai jikai tidaki tercapaii 

katai sepati diantarai mereka.i 

Carai pertamai yangi dilakukani 

olehi badani inii memberikani 

penjelasani kepadai pihak-pihaki 

yangi bersengketai perihali 

perundang-undangani yangi 

berkenaani dengani hukumi 

perlindungani konsumen.i Lalu,i 

masing-masingi pihaki yangi 

bersengketai diberikani 

kesempatani yangi samai untuki 

menjelaskani apai sajai yangi 

dipersengketakan,i yangi 

kemudiani keputusani yangi 

dihasilkani dalami penyelesaiani 

sengketai iniadalahi menjadii 

wewenangi penuhi badanyangi 

dibentuki BPSKi tersebut. 

2. Memberikani konsultasii 

perlindungani konsumen 

3. Melakukani pengawasani terhadapi 

pencantumani klausulai baku 

4. Melaporkani kepadai penyidiki 

umumi apabilai terjadii pelanggaran 

5. Menerimai pengaduani baiki tertulisi 

maupuni tidaki tertulis 

6. Melakukani penelitiani dani 

pemeriksaani sengketai perlindungani 

konsumen. 

7. Memanggili pelakui usahai yangi 

didugai telahi melakukani 

pelanggarani terhadapi perlindungani 

konsumen. 

8. Memanggili dani menghadirkani 

saksii  

9. Memintai bantuani penyidiki untuki 

menghadirkani pelakui usaha 

10. Mendapatkan,i meneliti/i menilaii 

surati dokumen,i ataui alati buktii laini 

gunai penyelidikani dani pemeriksaan. 
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11. iMemutuskani dani menetapkani adai 

ataui tidaki adanyai kerugiani dipihaki 

konsumen. 

12. iMemberitahukani putusani kepadai 

pelakui usahai yangi melakukani 

pelanggarani terhadapi perlindungani 

konsumen.i Menjattuhkani sanksii 

administratifi kepdai pelakui usahai 

yangi melanggari ketentuani undang-

undangi ini. 

Berdasarkani tugasi dani wewenangi 

tersebuti makai dengani demikian,i adai 2i 

(dua)i fungsii strategisi darii BPSK: 

1) BPSKi berfungsii sebagaii instrumeni 

hukumi penyelesaiani sengketai dii 

luari pengadilani (alternativei disputei 

reolution),i yaotui melaluii konsiliasi,i 

mediasii dani arbitrase. 

2) Melakukani pengawasani terhadapi 

pencantumani klausulai bakui 

(onesidedi standardi formi contract)i 

olehi pelakui usahai (Pasali 52i butiri 

ci UUPK) 

 

1. Sistem Peradilan 

Sistem peradilan dapat ditinjau dari dua 

segi: pertama, segala sesuatu berkenaan 

dengan penyelenggaraan peradilan; 

kedua,sistem peradilan diartikan sebagai 

proses mengadili (memeriksa dan 

memutus perkara). 

Lembaga peradilan merupakan salah 

satu institusi yang menjalankan fungsi 

hukum atau menegakkan keadilan. Tidak 

ada bangsa yang dapat dikategorikan 

beradab tanpa mempunyai hukum yang 

adil dan pengadilan yang baik dan 

berdaulat. 

Sejarah perjalanan umat manusia 

menunjukkan bahwa semakin baik hukum 

dan pengadilan suatu bangsa, akan 

semakin tinggi kualitas peradaban bangsa 

yang bersangkutan. Proses pengadilan 

yang transparan, logis, independen dan 

adil, telah dan akan memberikan 

konstribusi kebenaran moral dan 

pencerahan bagi pemikiran serta tingkah 

laku masyarakat secara elegan (anggun). 

Sebaiknya, putusan pengadilan yang tidak 

nalar dan bertentangan dengan rasa 

keadilan masyarakat akan menimbulkan 

the dead of common sense atau matinya 

akal sehat. Putusan pengadilan memikul 

beban tanggung jawab agar menjadi figur 

puncak kearifan dari penyelesaian perkara 

yang terjadi di masyarakat. Putusan 

pengadilan yang benar dan penuh kearifan 

akan mencegah timbulnya sikap main 

hakim sendiri, ketidakpercayaan terhadap 

institusi pengadilan, sikap balas dendam 

dan sikap-sikap tidak beradab lainnya. 

Fenomena munculnya kelembagaan 

baru didunia peradilan indonesia antara 

lain dibentuknya Pengadilan HAM (Hak 
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Asasi Manusia) berdasarkan UU No.26 

Tahun 2000, yang dalam hal ini juga 

dibentuk Pengadilan HAM, juga muncul 

Komisi Yudisial, Pengadilan Korupsi, 

Pengadilan Niaga, Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen,dan lain sejenisnya. 

Hal ini semua bertujuan membangun dunia 

peradilan yang bermartabat dan berperan 

secara anggun (elegan) sebagai bagian dari 

pembangunan bangsa. 

 

5. SIMPULAN 

Di indonesia pengaturan mengenai 

makanan sudah ada diatur di dalam 

beberapa peraturan baik berupa Undang-

Undang, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri maupun Keputusan yang 

dikeluarkan oleh instansi-instansi yang 

terkait guna untuk melindungi hak-hak 

dari konsumen adar konsumen tidak 

mengalami kerugian yang diakibatkan dari 

ketidak telitian dari pelaku usaha. Karena 

efek samping yang ditimbulkan dari 

mengkonsumsi makanan yang tidak sehat 

khususnya makanan yang teah 

kadaluwarsa akan berakibat langsung 

kepada kesehatan dari konsumen seperti 

mual, diare, bahkan keracunan. Peraturan 

tersebut berguna bagi konsumen untuk 

mengetahui batasan-batasan ataupun 

syarat-syarat makanan yang baik dan 

tindakan-tindakan apa saja yang dilarang 

untuk dilakukan oleh pelaku usaha. 
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